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Kata Pengantar 
 

 

Alhamdulillah segala Puji dan Kebesaran hanya milik ALLAH SWT, yang atas Irodah dan 

Inayah-NYA sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – Kantor   Camat Sudimoro 

(LKj.IP-Kantor Camat Sudimoro ) Kabupaten Pacitan Tahun 2020 dapat diselesaikan.Penyusunan 

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini tidak terlepas dari maksud dan tujuan Pemerintah dalam rangka 

mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan bersih (Clean Governance) yang 

berdasarkan aspek-aspek transparansi, akuntabel, efektif dan efisien, dan berkelanjutan, sebagaimana 

dikandung maksud dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah, 

dimana penyusunan laporan akuntabiltas dibuat setiap tahun anggaran, sebagai evaluasi pelaksanaan 

Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD), dalam melaksanakan misi untuk mewujudkan visi 

instansi  yang  telah ditetapkan. 

Penyusunan LKj.IP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 

Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur  Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 

Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah.Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Camat Sudimoro  menggambarkan sejumlah 

capaian kinerja yang telah dicapai dibandingkan target kinerja untuk tahun 2020 beserta analisanya. 

Berbagai kebijakan dan upaya telah ditempuh merupakan langkah untuk mewujudkan perencanaan yang 

dinamis,responsive dan partisipatif guna mewujudkan Pacitan sejahtera.  

Dengan telah tersusunnya LKj.IP Kantor Camat Sudimoro Kabupaten Pacitan tahun 2020 ini, 

akan dapat diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja bagi seluruh pegawai 

di lingkup Kantor Camat Sudimoro. Masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun sangat kami 

harapkan untuk penyempurnaan di masa akan datang. 

 

 

Pacitan, 31 Desember 2020 

CAMAT SUDIMORO 

 

 

 

WAWAN PUJIATMOKO,S.STP,M.Si 

Pembina  

           NIP. 19790505 199810 1 001 
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Ringkasan Eksekutif 
 

 

 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) Tahun 2020 

adalah upaya memberi gambaran mengenai kinerja SKPD dalam mencapai visi , misi dan 

program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Pacitan sebagaimana yang telah ditetapkan di 

dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). 

 Untuk dapat mencapai Visi ,Misi dan program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten 

Pacitan tersebut telah ditetapkan 2 program , 9 indikator kinerja sasaran dengan 9 kegiatan. Dari 

hasil perhitungan terhadap capaian kinerja sasaran, maka diperoleh capaian kinerja rata-rata 

Kantor Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan sebesar 100% yang dalam skala ordinal 

termasuk kategori BAIK. 

 Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja sasaran tersebut di 

atas, Kantor Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan pada Tahun Anggaran 2020 mendapatkan 

alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.557.225.000.000 yang terealisasi                Rp 

496.591.315,00 atau sebesar 89,12 % dari total alokasi anggaran, hal ini menunjukkan bahwa 

anggaran yang tersedia dapat digunakan secara efisien dengan hasil capaian kinerja yang baik. 

 Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program atau kegiatan secara umum 

tidak ada, namun dalam rangkapelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masih ditemui beberapa 

hambatan diantaranya adalah masih terbatasnya kemampuan SDM dalam melaksanakan tugasnya 

dan kuatnya arus politik yang dapat mempengaruhi kinerja perencanaan pembangunan. Untuk 

mengatasi hambatan tersebut ada beberapa alternatif upaya penanggulangannya,diantaranya 

adalah dengan meningkatkan pengetahuan atau ketrampilan aparat perencana melalui diklat, 

seminar, study banding dan sebagainya. Sementara terhadap kuatnya arus politik yang 

mempengaruhi kinerja perencanaan ditempuh dengan penyamaan persepsi bahwa kedudukan 

antara eksekutif dan legislatif adalah sebagai mitra di dalam penyelenggaraan pemerintahan 

daerah. 
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I.I. LATAR BELAKANG 

 

Penyusunan Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LKJ.IP)  adalah salah 

satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk 

menifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama 1 (satu)  tahun  anggaran.  

Kesemuanya  harus  terangkum  dalam Laporan  Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah  

(LKJ.IP),  selain  sebagai  bahan  pijakan  dalam  menyusun langkah-langkah pada tahun 

berikutnya. 

Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden  (Inpres)  Nomor  7 Tahun  1999,  tentang 

Akuntabilisasi Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ.IP), yang dituangkan didalam rencana strategis 

organisasi  yang  merupakan perwujudan kewajiban instansi bersangkutan untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan penyelenggaraan misi instansi meraih 

tujuan serta sasaran   yang   telah ditetapkan. 

Salah satu asas penyelenggaraan Negara didalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 

tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN adalah asas akuntabilitas. 

Asas ini bermakna “setiap program dan kegiatan dari penyelenggara Negara harus dapat 

dipertanggungjawabkan hasil akhirnya kepada masyarakat”. 

Keberhasilan maupun kegagalan penyelenggaraan misi organisasi dapat diukur,  antara  

lain  melalui evaluasi terhadap kinerja  yang  dihasilkan. Akuntabilitas kinerja instansi dapat 

ditegakkan apabila telah mencakup  3 aspek yang merupakan suatu sinergi, yakni: 

1. Akuntabilitas Manajemen, fokusnya adalah pada kesanggupan (enablers) dan efisiensi dalam 

mengalokasikan sumberdaya manajemen,  seperti dana,  aset  (harta kekayaan),  tenaga kerja,  

maupun sumber daya  yang lain,  dimanapertanggungjawabannya tidak terbatas pada 

kesesuaian pelaksanaan dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga 

menjelaskan mengenai proses manajerial yang berkelanjutan. 

 

2. Akuntabilitas   proses,   fokusnya adalah pertanggungjawaban pada kebijakan dan strategi  yang  

digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan  yang  ditempuh mulai dari  proses  perumusan 

perencanaan, penganggaran,    pengorganisasian sampai dengan evaluasi serta tindakan-tindakan 

koreksi  ,  apakah semua  proses sudah sesuai dengan misi instansi. 

3. Akuntabilitas  program,  fokusnya adalah pada pencapaian hasil kegiatan instansi apakah sudah 

member kepuasan/kenyamanan kepada pelanggan (Customer) dan stakeholder serta memberikan 

dampak positif kepada kemajuan masyarakat. 
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         Selama ini,  keberhasilan suatu instansi pemerintah lebih ditekankan pada kemampuan 

instansi dalam menyerap sumberdaya, terutama anggaran, sedangkan  yang  lainnya diabaikan,  

seharusnya keberhasilan suatu instansi pemerintah lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut,  

berdasarkan sumberdaya  yang  dikelolanya untuk mencapai hasil,  sesuai dengan rencana yang 

telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. 

 

I.2. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

 

Berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan No.79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas 

dan Fungsi, Susunan Organisasi,Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan mempunyai 

tugas melaksanakan kewenangan  pemerintahan, yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani 

sebagian urusan pemerintahan kabupaten Pacitan . 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI 

1. Kecamatan  berada  di  bawah  dan  bertanggung  jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 

Daerah. 

2. Wilayah Kecamatan Sudimoro terdiri dari: 

1. Desa Gunungrejo 

2. Desa Karangmulyo 

3. Desa Ketanggung 

4. Desa Klepu 

5. Desa Pagerkidul 

6. Desa Pagerlor 

7. Desa Sembowo 

8. Desa Sudimoro 

9. Desa Sukorejo 

10. Desa Sumberejo 

3. Kecamatan mempunyai tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan,  

pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau Kelurahan 

4. Kecamatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: 

a. penyelenggaraan  urusan  Pemerintahan  umum; 

b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;  

c. pengoordinasian  upaya  penyelenggaraan  ketenteraman dan ketertiban umum; 

d. pengoordinasian  penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan  Peraturan Bupati; 

e. pengoordinasian  pemeliharaan  prasarana  dan  sarana pelayanan umum; 

f. pengoordinasian  penyelenggaraan  kegiatan  pemerintahan yang  dilakukan oleh 

Organisasi Perangkat Daerah ditingk Kecamatan; 

g. Pembinan  dan  pengawasan  penyelenggaraan  kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;  
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h. Pelaksanaan  Urusan  Pemerintahan  yang  menjadi kewenangan  Kabupaten yang  tidak  

dilaksanakan  oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan 

i. pelangsanaan fungsi  lain  sesuai  dengan  ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 

5. Selain  melaksanakan  tugas  ,  Camat  melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh  Bupati 

untuk  melaksanakan  sebagian  Urusan  Pemerintahan  yang  menjadi kewenangan 

Kabupaten; 

6. Pelimpahan kewenangan  Bupati  ditetapkan  dengan  Keputusan Bupati sesuai Peraturan 

Perundang-Undangan yang berlaku. 
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SUSUNAN ORGANISASI 

Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari: 

1. Sekretariat; 

2. Seksi Pelayanan Umum; 

3. Seksi Pemerintahan; 

4. Seksi Sosial; 

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian; 

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;  

7. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

A. CAMAT 
 

1. Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang 

dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi 

daerah.  

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Camat 

mempunyai fungsi :  

a) mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat;  

b) mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban umum;  

c) mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;  

d) mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan 

e) membina pemerintahan Desa di wilayah kerjanya.  

B. SEKRETARIAT KECAMATAN  

 

1. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang 

kesekretariatan.  

a) pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatan kecamatan;  

b) pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan kecamatan dan Desa;  

c) pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan 

kegiatan Kecamatan dan Desa;  

d) pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Seksi;  

 

e) fasilitas dan Pengkoordinasian kegiatan Kecamatan dengan Instansi terkait dalam 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan  

f) pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian administratif kegiatan 

kesekretariatan dan kecamatan; dan  

g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat  
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2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sekretariat 

dibantu Sub Bagian Tata Usaha dan Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan yang 

masing-masing mempunyai Tugas :  

a.  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : 

1) Menyiapkan dan melaksanakan ketatausahaan perkantoran;  

2) Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan rumah tangga; 

3) Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan perlengkapan dan barang milik 

Daerah; 

4) Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan persuratan dan kearsipan; 

5) Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kehumasan dan protokol; 

6) Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kepegawaian ; dan 

7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan 

fungsinya;        

b.  Sub Bagian Program,Evaluasi,Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas  

1) Menyiapkan bahan  koordinasi penyusunan rencana  program dan kegiatan;  

2) Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis;  

3) Mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan data;  

4) Menyiapkan bahan penyusun laporan; 

5) Menyiapkan bahan penyusun evaluasi dan laporan kinerja; 

6) Melaksanakan pengelolaan anggaran; 

7) Melaksanakan pembendaharaan dan gaji; 

8) Melaksanakan varifikasi dan akuntansi; 

9) Melaksanakan pelaporan keuangan; dan 

10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

 

C. Seksi Pelayanan Umum  
 

 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud , Seksi Pelayanan Umum 

mempunyai tugas:  

1. Menyusun rancangan operasional dan program kegiatan  penyelenggaraan pelayanan 

umum;  

2. Mengumpulkan, mengolah dan menyusun rancangan kebijakan  teknis dan data sesuai 

bahan pelayanan umum, baik tingkat kecamatan maupun tingkat Desa/Kelurahan;  

3. Menyajikan data penyelenggaraan pelayanan umum, baik tingkat  Kecamatan maupun 

tingkat Desa/Kelurahan;  

4. Menyelenggarakan pelayanan administrasi tepadu kecamatan, administrasi 

kependudukan, administrasi pertanahan dan pelayanan  umum lain;  
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5. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vartikal 

yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan 

umum;  

6. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan  pemeliharaan rasarana 

dan fasilitas pelayanan umum; dan 

7. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Camat sesuai dengan  tugas dan 

fungsinya. 

 

D. Seksi Pemerintahan  
 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Seksi Pemerintahan 

mempunyai tugas:  

a) Menyusun program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan 

penyelenggaraan pemerintah Desa/Kelurahan kerjasama antar Desa dan pihak ketiga 

serta tugas pembantuan;  

b) Memberikan fasilitasi, pembinaan dan pengawan dan supervisi, moinitoring  dan 

evaluasi pengeloaan keuangan, sarana dan prasarana Desa;  

c) Melaksanan pembinaan dan koordinasi untuk kelancaran penarikan pajak bumi dan 

bangunan;  

d) Memberikan fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknik, konsultasi, pengawasan, 

monitoring dan evaluasi teknik penyusunan produk hukum desa; 

e) Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan umum; 

f) Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan lintas 

Desa dan/atau Kelurahan dan harmonisasi hubungan Desa  dan Kecamatan; 

g) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja  perangkat 

Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan  pemerintahan; 

h) Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat  kecamatan; 

i) Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; 

j) Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, monitoring, supervisi dan memberikan bimbingan 

teknis serta supervisi dalam rangka pengisihan Perangkat Desa (pelaksanaan 

pencalonan, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian perangkat Desa); 

k) Memfasilitasi dan membina penyelenggaraan pembentukan Badan Permusyawaratan 

Desa dan Lembaga Pemasyarakatan Desa/Kelurahan; 

l) Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi 

Desa dan/atau Kelurahan; 

m) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala Desa dan/atau Lurah serta 

perangkat Desa dan/atau Kelurahan; 
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n) Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan  di 

tingkat kecamatan (laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan  rencana 

anggaran pendapatan dan belanja Desa); dan 

o) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

E. Seksi Sosial  
 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Seksi  sosial mempunyai 

tugas:  

a) Menyusun rencana kerja kegiatan bidang sosial, kesejahteraan, peranan wanita, 

kepemudaan dan keolahragaan; 

b) Menyusun program pembinaan kehudupan keagamaan, pendidikan, kesehatan, 

kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat;  

c) Memfasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana dan  Pemberdayaan 

Perempuan;  

d) Melakukan pendataan keluarga miskin, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan 

pekerja sosial kesejahteraan masyarakat;  

e) Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pendataan dan penyaluran bantuan bagi 

masyarakat kurang mampu; 

f) Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan identifikasi dan penanganan sarana 

penanggulangan masalah sosial; 

g) Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam rangka penggalian, pengembangan dan 

pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS); 

h) Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanan dan pengembangan jaminan sosial 

bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal 

dari masyarakat rentan dan tidak mampu; 

i) Mengkoordinasikan penyaluran bantuan sosial bagi korban bencana; 

j) Melaksanakan pelayanan,  pengendalin dan evaluasi kegiatan dibidang kesejahteraan 

sosial; dan 

k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

F. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Perekonomian 

 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Seksi pemberdayaan 

masyarakat dan perekonomian mempunyai tugas:  

a) menyusun rencana kerja kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan 

pembangunan; 

b) melaksanakan pembinaan dan penyusunan pedoman Anggaran pembangunan 

Desa/Kelurahan; 
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c) melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan musyawarah Desa; 

d) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi terhadap penggembangan dan pembinaan 

perekonomian dan sumber daya manusia dan sumber daya alam;  

e) melaksanakan pembinaan dan pengembangan pertisipasi masyarakat; 

f) memfasilitasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa; 

g) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan kelembagaan Pemerintahan 

Desa;\ 

h) Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan 

lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangun di Desa dan/atau 

Kelurahan dan Kecamatan; 

i) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah 

maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat 

di wilayah kerja Kecamatan serta pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan 

partisipasi masyarakat dengan instansi pemerintah atau swasta di wilayah Kecamatan; 

j) Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan 

masyarakat dan perekonomian di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit 

kerja pemerintah maupun swasta; 

k) Melakukan pembinaan Desa dalam rangka persiapan lomba Desa; 

l) Pelaksanakan pendataan dan penyusunan potensi atau profil Kecamatan; 

m) Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga 

adat atau budaya, pelaksanaan pemberdayaan perempuan di wilayah Kecamatan dengan 

instansi  pemerintah; 

n) Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan supvisi pelaksanaan gerakan 

pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) di Desa/Kelurahan dalam wilayah 

Kecamatan; 

o) Melaksanakan fasilitasi dan koodinasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi 

penduduk miskin, pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat di 

wilayah Kecamatan; 

p) Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan lembaga 

keuangan mikro pedesaan di wilayah Kecamatan; 

q) Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan 

pemasaran hasil usaha masyarakat di wilayah Kecamatan; 

r) Malaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pengembangan pertanian 

pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat di wilayah Kecamatan; 

s) Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan 

sumber daya alam dan teknologi tepat guna di wilayah Kecamatan; dan 

t) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.  
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G. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban  

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Seksi ketentraman dan 

tertiban umum mempunyai tugas:  

a) Menyusun program kerja pembinaan dan mengoordinasikan penyelenggaraan 

ketentraman dan ketertiban umum; 

b) Melaksakan pengamanan terhadap kantor Kecamatan serta fasilitasnya; 

c) Membantu penyelesain perselisihan antar kelompok dan penegak HAM; 

d) Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan perizinan; 

e) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; 

f) Melakukan koordinasi dengan Kepolosian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara 

Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan 

ketertiban umum di wilayah Kecamatan; 

g) Melakukan koordinasi dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat yang berada di 

wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum 

masyarakat di wilayah Kecamatan; 

h) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya 

di bidang penerapan peraturan perundang-undangan; 

i) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya 

di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara 

Republik Indonesia; 

j) Melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal 

yang tugas dan fungsinya di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta 

perlindungan masyarakat; 

k) Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di 

bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan bela negara, nilai-nilai sejarah 

kebangsaan dan penghargaan kebangsaan di wilayah Kecamatan; 

l) Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di 

bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen keamanan, bina masyarakat, perbatasan 

dan tenaga kerja, penangan konflik pemerintahan, penangan konflik sosial, pengawasan 

orang asing dan lembaga asing di wilayah Kecamatan; 

m) Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di 

bidang ketahana seni dan budaya , agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi 

budaya, organisasi kemasyarakatan, penangan masalah sosial kemasyarakatan di 

wilayah Kecamatan; 

n) Melaksanakan pengawan dan pembinaan terhadap organisasi sosial kemasyarakatan atau 

lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan; 

o) Menginventarisir jenis pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan yang 

lainnya yang menyangkut kepentingan umum; 
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p) Melaksanakan perlindungan masyarakat dan pembinaan anggota perlindungan 

masyarakat (LINMAS); 

q) Menggerakan dan membina sistem keamanan lingkungan (SISKAMLING) di masing-

masing desa dalam wilayah Kecamatan; 

r) Menyiapkan dan menyusun bahan potensi satuan perlindungan masyarakat dalam 

menghadapi segala kemungkinan bencana; 

s) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan penanggulangan, penyelamatan dan rehabilitasi 

akibat bencana; 

t) Melaksanakan pengerahan dan pengendalian anggota satuan perlindungan masyarakat 

guna penanggulangan bencana; 

u) Menyusun evaluasi dan laporan tentang ketentraman dan ketertiban umum; dan  

v) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

(1) Pada masing-masing unit kerja di Lingkungan Kecamatan dapat dibentuk sejumlah 

kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan Peraturan 

Perundang-Undangan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan 

bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 

yang berlaku. 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam 

berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. 

(4) Kelompok jabatan fungsional  dapat dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior 

yang ditunjuk diantara tenaga fungsional. 

(5) Jumlah tenaga fungsional ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambaran lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 2.1.  
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I.3. ASPEK STRATEGIS 

 

Kantor Camat Sudimoro  Kabupaten  Pacitan berdasarkan  Peraturan  Bupati  Nomor 79 

Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Camat Sudimoro Kabupaten 

Pacitan, Kantor Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan merupakan unsur penunjang 

Pemerintah Kabupaten, dipimpin oleh seorang Camat yang dalam melaksanakan tugas berada 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Eksistensi Kantor 

Camat Sudimoro sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas  dan  fungsi  

serta   memiliki  peran  yang  sangat strategis  dalam  upaya  pencapaian  tujuan  sesuai Visi 

dan Misi RPJMD Kabupaten Pacitan : 

Dalam  melaksanakan  tugasnya  Kantor Kecamatan Sudimoro   bertanggung   jawab   

dalam   perumusan   konsep   penyelesaian masalah-masalah  pembangunan  sekarang  dan ke  

depan  di daerah   mengacu pada  RPJM  Daerah  Kabupaten  Pacitan  dan  memperhatikan  

aspirasi  dan  kondisi obyektif  perkembangan  dan  kebutuhan  dalam  rangka  peningkatan  

kesejahteraan masyarakat. 

I.4. PERMASALAHAN UTAMA 

 

Berbagai permasalahan pokok yang dihadapi dalam penyelenggaraan Kinerja Kantor Camat 

Sudimoro dalam tahun 2017 dapat disajikan sebagai berikut: 

1. Permasalahan yang terkait dengan Bidang Sekretariat 

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Sekretariat, sebagai berikut: 

1) Koordinasi antar bidang belum optimal; baik koordinasi dalam rangka penyusunan 

rencana kerja, koordinasi dalam fasilitasi dan pencarian sumber pembiayaan , dan 

koordinasi penanganan masalah-masalah mendesak; 

2) Masih rendahnya kualitas SDM dalam meningkatkan kinerja; 

2. Permasalahan Seksi Pelayanan Umum 

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Pelayanan Umum, sebagai berikut: 

1) Ketersediaan sarana dan prasarana dasar bidang Pelayanan Umum;  

2) Koordinasi antar leading sektor perlu ditingkatkan guna memaksimalkan produk 

pelayanan umum;  

3) Belum maksimalnya wewenang  fungsi pelayanan KK,KTP dan KK  kantor 

kecamatan  hanya sebagai fungsi legalitas surat pengantar ; 
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4) Fungsi monitoring ,evaluasi dan pelaporan pelayanan umum yang kurang berjalan 

sehingga guna penyusunan perencanaan pada tahun berikutnya kurang maksimal. 

 

3. Permasalahan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi 

 Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Ekonomi, sebagai berikut: 

1) Belum tersusunnya Grand Design Pembangunan Ekonomi Kabupaten Pacitan yang 

mangacu pada RPJMD Kabupaten Pacitan 2016-2021, sehingga kegiatan 

pembangunan ekonomi masih belum optimal dan terfokus; 

2) Penyusunan Indikator Makro Ekonomi masih sangat ketergantungan dengan instansi 

lain/ instansi vertikal, sehingga terkadang mengalami keterlambatan dalam 

penyediaan data; 

3) Belum optimalnya dalam mengupdating data potensi ekonomi Kabupaten Pacitan; 

4) Belum optimalnya pelaksanaan monev kegiatan lingkup bidang ekonomi 

menyebabkan keterlambatan dalam tindak lanjutnya; 

5) Perlu adanya akses jaringan global untuk mencari data pembanding antar daerah 

(akses internet di kantor). 

4. Permasalahan Seksi Kesejahteraan Sosial 

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Seksi Kesejahteraan  Sosial, sebagai berikut: 

1) Ketersediaan data bidang pendidikan, kesehatan, pemerintahan dan kesos sebagai 

acuan dasar perencanaan masih belum lengkap; 

2) Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD) belum berfungsi 

secara optimal; 

3) Monev perencanaan,pelaksanaan dan evaluasi  seksi kesejahteraan sosial belum 

berjalan sesuai yang diharapkan. 

 

5. Permasalahan Seksi Pemerintahan  

 Beberapa permasalahan yang terkait dengan Seksi Pemerintahan , sebagai berikut: 

1) Seksi Pemerintahan  sebagai koordinator pelaksanaan pemerintahan desa secara luas 

harus membangun komunikasi dengan semua pemangku kepentingan baik vertikal 

maupun horisontal. Meski demikian, Kantor Kecamatan Sudimoro dalam hal ini 

Seksi Pemerintahan harus mampu mengkomunikasikan sekaligus 

mengkoordinasikan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) tersebut sehingga 

semua kebutuhan dapat dipenuhi meskipun secara bertahap mengingat keterbatasan 

anggaran dan adanya penentuan skala prioritas pembangunan daerah. 
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2) Keterbatasan data dan informasi 

 Dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan di desa, diperlukan adanya 

data informasi dari semua pihak. Kantor Camat Sudimoro dalam hal ini Seksi 

Pemerintahan sebagai koordinator pelaksana membutuhkan data dan informasi dari 

semua pihak, baik desa, instansi vertikal maupun masyarakat yang selalu terupdate 

terus menerus.  

3) Fungsi monitoring ,evaluasi dan pelaporan seksi pemerintahan   yang kurang berjalan 

sehingga guna penyusunan perencanaan pada tahun berikutnya kurang maksimal. 

 

6. Permasalahan Seksi Ketentraman dan Ketertiban 

1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban  kecamatan sebagai koordinator pelaksanaan 

Ketentraman dan Ketertiban desa secara luas harus membangun komunikasi dengan 

semua pemangku kepentingan baik vertikal maupun horisontal. Meski demikian, 

Kantor Kecamatan Sudimoro dalam hal ini Seksi Ketentraman dan Ketertiban harus 

mampu mengkomunikasikan sekaligus mengkoordinasikan seluruh pemangku 

kepentingan (stakeholder) tersebut sehingga semua kebutuhan yang berkaitan dengan 

ketentraman dan ketertiban dapat dipenuhi meskipun secara bertahap mengingat 

keterbatasan anggaran dari DAU. 

2) Keterbatasan data dan informasi 

Dalam rangka penyusunan perencanaan program ketentraman dan ketertiban  di desa, 

diperlukan adanya data informasi dari semua pihak. Kantor Camat Sudimoro dalam 

hal ini Seksi Ketentraman dan Ketertiban  sebagai koordinator pelaksana 

membutuhkan data dan informasi dari semua pihak, baik desa, instansi vertikal 

maupun masyarakat yang selalu terupdate terus menerus.  

3) Fungsi monitoring ,evaluasi dan pelaporan Seksi Ketentraman dan Ketertiban    

yang  kurang berjalan sehingga guna penyusunan perencanaan pada tahun 

berikutnya kurang maksimal. 
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BBaabb  22  
PE R EN C A NA A N 

KI N ER J A 

 

2.1. IKHTISAR RENCANA KINERJA TAHUN 2020 

 

 

1. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA 

  Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, 

terukur,dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang 

ditetapkan.  

Adapun sasaran beserta indikator kinerja yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

1) SKPD Kecamatan Sudimoro 

 Pemenuhan Pengelolaan Administrasi Perkantoran: 

 Terlaksananya Pemenuhan Belanja Barang ,Jasa SKPD,Pemeliharaan ,Perjalanan 

Dinas ,HR dan Upah. 

2. PROGRAM 

  Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu 

untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah 

dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran yang ditetapkan. 

Penetapan program dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diperlukan strategi.  

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk 

mewujudkan visi dan misi. Strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam 

perencanaan pembangunan daerah (strategy focused management.) Rumusan strategi 

merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang 

selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan dan diikuti dengan program 

kegiatan. 

Strategi pembangunan jangka menengah Kantor Kecamatan Kabupaten Pacitan Tahun 

2016-2021, sebagai berikut: 

 

Sasaran 1   : Meningkatnya Tata Kelola KecamatanSudimoro yang Transparan dan  

   Akuntabel 

Strategi  : Meningkatkan pelayanan publik secara professional 

Adapun strategi yang dimaksud adalah: 

1. Keterbukaan 

       Didalam pengambilan keputusan dan kebijaksanaan di bidang program-program yang 

telah ditetapkan selalu melibatkan unsur staf dan karyawan sehingga ikut memberikan 

sumbangan pemikiran dalam rangka mempercepat terlaksananya program 

pembangunan yang disusun dan disosialisasikan ke seluruh pihak terkait termasuk di 

dalamnya (Stake Holders). 
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2. Aturan Hukum 

        Pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan selalu didasarkan pada peraturan hukum 

perundang-undangan yang berlaku dimana setiap aparatur pemerintah selalu 

menjunjung tinggi peraturan perundangan yang berlaku. 

3. Akuntabilitas 

       Akuntabilitas merupakan bentuk tanggung jawab dari Camat Sudimoro kepada Bupati 

Pacitan atas konsekuensi diberikannya pelimpahan dari Bupati Pacitan kepada Camat 

Sudimoro tentang pelimpahan sebagian penyelengaraan pemerintahan, pembangunan 

dan kemasyarakatan. Di dalam penerapan prinsip ini dibuat laporan tentang 

pelaksanaan program kerja selama satu tahun dan Kantor Camat Sudimoro. 

4. Profesionalitas 

       Prinsip ini diterapkan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat 

agar lebih efektif dan efisien serta berdaya guna dan berhasil guna. 

5. Kerjasama 

       Prinsip ini diterapkan dalam rangka mewujudkan kerjasama dengan lembaga instansi 

pemerintah lainnya guna kelancaran pelaksanaan tugas. 

6. Partisipasi 

       Prinsip ini diterapkan dalam rangka peningkatan peran serta semua pihak termasuk 

juga peran serta masyarakat dan swasta guna mendukung kelancaran di dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat dan kelancaran penyelenggaraan kegiatan 

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 

Kebijakan yang ditempuh untuk strategi ini, yaitu: 

a) Mendorong  tersedianya  data dan  informasi  yang  memadai  untuk kelancaran 

perencanaan  ,pelaksanaan dan evaluasi pelayanan umum; 

b) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan; 

c) Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi kegiatan; 

d) Meningkatkan kualitas konsep perencanaan ,pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. 

e) Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi dalam menjaga konsistensi pelaksanaan 

rencana guna mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan atau direncakan 

dengan tetap mengedepankan pola koordinasi yang intensif dan akuntabilitas. 

Dari strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Kantor Kecamatan 

Sudimoro Tahun 2020, ditetapkan program sebagai berikut: 

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

 Kegiatan Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran 
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b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan  

 Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan 

 Kegiatan Fasilitasi Pelestarian dan Akuntabilitas Kebudayaan Daerah,Pemuda dan 

Olahraga    

 Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak dan Pembinaan 

PKK 

 Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan monitoring Musrenbang 

Desa 

 Kegiatan Fasilitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan 

 Kegiatan Fasilitasi  Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

 Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman,Ketertiban Umum dan 

Perlindungan Masyarakat. 

Lebih lengkapnya tentang Rencana Strategis Kantor Kecamatan Sudimoro Kabupaten 

Pacitan dapat dilihat pada lampiran 1 buku ini (form RS). 

 

3. KEGIATAN DAN INDIKATOR KEGIATAN 

 

Kegiatan adalah bahan dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja sebagai bagian 

dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan 

pengerahan sumber daya baik berupa SDM, barang modal termasuk peralatan dan 

teknologi, dana atau kombinasi dari semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan 

(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Pengukuran 

Kinerja Kegiatan (PKK) tersebut secara lengkap dapat dilihat pada lampiran 2 buku ini 

(form PKK). 
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http://www.wikiapbn.org/artikel/Satker
http://www.wikiapbn.org/wiki/index.php?title=Sasaran&action=edit&redlink=1
http://www.wikiapbn.org/artikel/Program
http://www.wikiapbn.org/wiki/index.php?title=Sumber_Daya&action=edit&redlink=1
http://www.wikiapbn.org/wiki/index.php?title=SDM&action=edit&redlink=1
http://www.wikiapbn.org/wiki/index.php?title=Barang_Modal&action=edit&redlink=1
http://www.wikiapbn.org/wiki/index.php?title=Sumber_Daya&action=edit&redlink=1
http://www.wikiapbn.org/wiki/index.php?title=Masukan&action=edit&redlink=1
http://www.wikiapbn.org/wiki/index.php?title=Masukan&action=edit&redlink=1
http://www.wikiapbn.org/artikel/Keluaran
http://www.wikiapbn.org/artikel/Barang
http://www.wikiapbn.org/artikel/Jasa
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2.2 PERJANJIAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2020 

 

Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana 

Strategis (RS) beserta target pada tahun 2020 dapat digambarkan sebagaimana tabel 2.1 

berikut: 

Tabel 2.1 

Sasaran dan Indikator Kinerja  

 

SASARAN INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

KINERJA 

SASARAN 

PADA TAHUN 

2020 
NO URAIAN NO URAIAN 

 

1. 

 

Meningkatnya Kualitas 

Pelayanan Publik Kecamatan 

 

1.1 

 

Nilai Indeks Kepuasan 

Masyarakat Bidang 

Pemerintahan Umum  

 

100% 

   Hasil Survey Kepuasan 

Masyarakat 

B 

 

 

Sedangkan untuk sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2016 - 

2021, indikator kinerja Kantor Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 2.2 

Indikator Kinerja Kantor Kecamatan Sudimoro sesuai dengan Sasaran RPJMD  

Kabupaten Pacitan 2011-2016 

 

NO Indikator 
Target Capaian 

tahun 2020 

1 Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional perangkat 

daerah 
100% 

 Tersedianya Dokumen Perencanaan Administrasi Perkantoran 

:  Pemenuhan Belanja Barang / Jasa, Modal dan Belanja 

Pegawai Perangkat Daerah dengan Perda /Perkada 

100% 

2 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat  Bidang  Pemerintahan 

Umum     
B 
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BBaabb33  
AKUNTABILITAS KINERJA 

  

  

  

 Akuntabilitas adalah kewajiban memberikan pertanggungjawaban serta 

menerangkan kinerja instansi kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk meminta 

keterangan atau pertanggungjawaban. Dengan demikian, akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan 

keberhasilan maupun kegagalan misi instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran 

sebagaimana yang telah ditetapkan. Untuk mengetahuinya dapat dilihat dari capaian 

kinerja, dimana capaian kinerja ini diperoleh dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja.  

 

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

 

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kantor Kecamatan Sudimoro tahun 2020 dilakukan 

dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah 

ditetapkan dalam penetapan kinerja Kantor Kecamatan Sudimoro tahun 2020 dengan realisasi 

pencapaiannya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. 

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau 

semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

Capaian Indikator Kinerja = ( Realisasi/Rencana ) x 100 % 

 

Adapun target dan capaian kinerja Kantor Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan 

Tahun 2020 dapat diilustrasikan dalam table berikut:       

 

Tabel 3.1 

Pengukuran Kinerja 
 

SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET 

2016 

(%) 

REALISASI 

(%) 
CAPAI

AN 

2020 

(%) 
2015 2016 

 

2017 

 

2018 2020 2020 

Meningkatnya 

Kualitas 

Pelayanan Publik 

Kecamatan 

1. Tingkat 

Pemenuhan 

Kebutuhan 

Dasar 

Operasional 

Perangkat 

Daerah 

100% 98% 96.94

% 

95.53

% 

95.59% 96,00

% 

89,12

% 

89,12% 

 2. Nilai Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

Bidang 

Pemerintahan 

Umum  

B B B B B B B B 
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 Hasil Pengukuran dan Analisis Kinerja 

Hasil pengukuran dan analisis kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja 

yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran 

dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kantor Camat 

Sudimoro Kabupaten Pacitan. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian 

sistematik yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang 

berupa indikator masukan, keluaran dan hasil.  

Sedangkan hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja yang 

meliputi indikator makro dan indikator mikro dimana penetapan indikator-indikator ini harus 

didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang 

ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya 

dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang 

bersangkutan dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Capaian kinerja yang dapat 

dilaporkan cenderung lebih dititikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan 

pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder 

lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri. 

Berdasarkan target, realisasi dan tingkat pencapaian sasaran Kantor Kecamatan 

Sudimoro Kabupaten Pacitan tahun 2020 diatas, dapat dijelaskan masing masing capaian 

indikator sasaran beserta penjelasan analisisnya sebagaimana berikut: 

Bahwa indikator sasaran yang telah ditetapkan dari ketiga sasaran yang kemudian diukur 

dalam indikator kinerja sasaran, dari target yang ditetapkan secara umum tercapai 100%. 

Sasaran  “Meningkatnya tata kelola Kecamatan Sudimoro yang  Transparan dan 

Akuntabel” dengan indikator : 

1. Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Perangkat Daerah. 

 Uraian : Pada tahun 2020 target indikator kinerja 100% diidentifikasi pada  jumlah 

pemenuhan belanja barang / jasa,modal,dan belanja pegawai perangkat daerah  93.19%, 

sehingga tingkat capaian kinerja sasaran ini 100%. 

 Dalam mencapai Sasaran Strategis diatas,yaitu “ Meningkatnya tata kelola Kecamatan 

Sudimoro yang  Transparan dan Akuntabel ” dengan indikator kinerja Tingkat 

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasinal Perangkat Daerah dilaksanakan melalui,  

Program pelayanan administrasi perkantoran SKPD yang mana keberadaan belanja 

barang / jasa,modal,dan belanja pegawai perangkat daerah dapat benar-benar 

menfasilitasi kepentingan masyarakat. 

2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan 

 

Uraian : Pada tahun 2020 target indikator kinerja 100% diidentifikasi pada   jumlah 

program & kegiatan APBD yang mendukung program nasional & provinsi 100 %, 

sehingga dapat di artikan tingkat realisasinya 100%. 
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Capaian kinerja rata-rata Kantor Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan sebesar 100% 

termasuk kategori BAIK dengan rincian masing-masing sasaran sebagai berikut :  

1. Capaian indikator kinerja pada sasaran Meningkatnya tata kelola Kecamatan Sudimoro 

yang  Transparan dan Akuntabel indikator Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar 

Operasional Perangkat Daerah = 89.12 %. 

2. Capaian indikator kinerja pada sasaran Meningkatnya tata kelola Kecamatan Sudimoro 

yang  Transparan dan Akuntabel indikator Nilai indeks Kepuasan Masyarakat 

Kecamatan = B 

 

Dalam pelaksanaan program kegiatan Kantor Kecamatan Sudimoro pada Urusan 

Pemerintah Otonomi Daerah ,Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan Tahun Anggaran 

2020 secara umum tidak ditemukan permasalahan. 

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masih ditemui beberapa hambatan 

diantaranya adalah masih kurangnya SDM aparatur yang mempunyai keahlian di bidang 

pelayanan publik serta kuatnya arus politik yang dapat mempengaruhi kinerja kantor Camat 

Sudimoro. Untuk mengatasi permasalahan tersebut ada beberapa alternatif upaya 

penanggulangannya, diantaranya adalah : 

1. Meningkatkan pengetahuan serta ketrampilan aparatur kantor Camat Sudimoro melalui 

pendidikan dan pelatihan, baik di dalam daerah (yang dilaksanakan oleh Kantor Diklat 

Kabupaten Pacitan); 

2. Meningkatkan koordinasi dengan berbagai leading sektor serta penyamaan persepsi 

bahwa kedudukan Eksekutif dan Legislatif adalah sebagai mitra di dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
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Tabel 3.2 

Indikator Kinerja Kantor Camat Sudimoro sesuai dengan Sasaran RPJMD 

Kabupaten Pacitan 2016 - 2021 

 

NO Indikator 
Realisasi Capaian 

tahun 2020 

1 Tersedianya dokumen Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar  

Operasional  Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan 

perda/perkada 

89.12 % 

 

  2 
Tersedianya dokumen Nilai Indeks Kepuasan Masyrakat 

Kecamatan  yang telah ditetapkan dengan perda/perkada 

B 

 

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMDadalah indikator 

kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akandicapai SKPD dalam lima tahun 

mendatang sebagai komitmen untuk mendukungpencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 

Kabupaten Pacitan. Untuk Target Indikator Kinerja Kantor Camat Sudimoro pada prinsipnya 

telah tercapi sesuai dengan target capaian yang mana telah ditetapkan di RPJMD. Hal ini 

menunjukan keberhasilan perencanaan yang telah disusun dengan baik. 

 

3.2. REALISASI ANGGARAN 

 

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian 

depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai 

indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila 

didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Pada tahun 2020 belanja Kantor Kecamatan Sudimoro  Kabupaten Pacitan terdiri atas 

belanja tidak langsung dan belanja langsung di laksanakan bedasarkan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor : 31 tahun 2016  tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah, untuk melihat pembiayaan selama tahun 2020 dapat di uraikan sebagai berikut : 

 

1) Belanja Langsung 

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara lansung dengan 

pelaksanaan program dan kegiatan, yang mana dana tersebut merupakan sebagai salah satu 

unsur yang sangat penting dalam mencapai sasaran pembangunan,yang secara rinci dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini.  
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Tabel 3.3 

Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 

NO KEGIATAN DANA REALISASI EFISIENSI 
CAPAIAN 

(%) 

1 
Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran 

316.835.500,00 270.807.815,00 46.027.685,00 85,47% 

1.1 Peningkatan dan 

Pengelolaan Administrasi 

Perkantoran 

288.457.500,00 242.429.815,00 

 

46.027.685,00 84,07% 

1.2 Perencanaan, Evaluasi dan 

Pelaporan 

Program dan Keuangan 

Perangkat Daerah 

28.378.000,00 28.378.000,00 0,00 100% 

2 Program Peningkatan 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan dan 

Pelayanan Publik 

240.389.500,00 225.783.500,00 14,606,000.00 93,92% 

2.1 Peningkatan Kualitas 

Pelayanan Publik 

Kecamatan 

40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100% 

2.2 Fasilitasi Pelestarian dan 

Aktualisasi Kebudayaan 

Daerah ,Pemuda dan 

Olahraga 

10.350.000,00 10.350.000,00 0,00  100% 

2.3 Fasilitasi Pemberdayaan 

Perempuan ,Perlindungan 

Anak dan Pembinaan PKK 

27.030.000,00 25.119.000,00   1,911,000.00 92,93% 

2.4 Penyelenggaraan 

Musrenbang Kecamatan 

dan Monitoring 

Musrenbang Desa 

24.136.500,00 21.496.350,00   2,640,150.00 89.06% 

2.5 Fasilitasi Pelayanan 

Kesejahteraan Sosial dan 

Penanggulangan 

Kemiskinan 

44.400.000,00 34.355.000,00 10,045,000.00 77,38% 

2.6 Fasilitasi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa 

47.320.000,00 47.310.150,00   9,850.00 99,98% 
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2.7 Fasilitasi Penyelenggaraan 

Ketentraman,Ketertiban 

Umum dan Perlindungan 

Masyarakat 

47.153.000,00 47.153.000,00 0,00 100% 

JUMLAH 557.225.000,00 496.591.315,00 60.633.685,00 89,12% 

 

Dari tabel 3.2 di atas, menunjukkan bahwa secara keseluruhan dana yang dipergunakan 

untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Sudimoro Tahun Anggaran 2020 

mendapatkan alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 557.225.000,00 yang terealisasi Rp. 

496.591.315,00 atau sebesar 89,12%.Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang tersedia 

dapat digunakan secara efisien dengan hasil capaian kinerja yang baik. 

 

2)  Belanja Tidak Langsung 

Belanja pegawai merupakan belanja konpensasi dalam bentuk gaji dan 

tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang 

ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang- undang, tahun 

anggaran 2020 di Kantor Camat Sudimoro Kabupaten Pacitan menganggarkan belanja 

tidak langsung sebesar Rp 1.382.617.881,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 

1.330.303.891,00 atau sebesar 96,22 % 
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BBaabb44  
PE N UT U P  

 

 

 

4.1. KESIMPILAN  

 

Dari keseluruhan 3 (sasaran) sasaran telah memenuhi capaian target sasaran pada tahun 

2020. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen untuk mewujudkan Visi dan 

Misinya.Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut di atas, telah memberikan 

pelajaran yang sangat berharga bagi Kantor Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan untuk 

meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.Oleh karena itu telah dirumuskan beberapa 

langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki 

kebijakan dan program yang dapat memacu pembangunan di Kabupaten Pacitan.  

Sebagai bagian penutup dari LAKIP Kantor Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan 

dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2020 hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan 

secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun 

demikian, berbagai pencapaian target indicator kinerja Kantor Kecamatan Sudimoro Kabupaten 

Pacitan memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan 

pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap 

komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral 

dari sitem perencanan pembangunan. 

 

4.2. SARAN DAN REKOMENDASI 

 

Problematika Pelayanan Publik senantiasa berkembang yang merupakan tantangan bagi 

Kantor Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di 

masa yang akan datang. Untuk itu diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :  

1. Dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang Pelayanan Publik 

yang diemban oleh Kantor Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan, perlu kiranya 

memperkuat peran kelembagaan Kantor Kecamatan Kabupaten Pacitan, sehingga dapat lebih 

efektif dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pacitan sebagai 

bentuk memenuhi tuntutan tantangan Pelayanan Publik di masa mendatang, melalui:  

a. Terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur kantor;  

b. Memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan 

profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan;  

c. Mengupayakan penerapan “reward dan punishment” secara proporsional;  

d. Meningkatkan kualitas pendataan dan analisa pembangunan untuk mendukung kualitas 

perencanaan; 
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e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan dan 

pelaksanaan pembangunan. 

2. Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih 

efektif berupa perubahan mekanisme penyusunan program kerja/anggaran dari pola “top 

down” menjadi “bottom up” sehingga mencerminkan kebutuhan organisasi; 

3.  Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator 

kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan 

mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang 

tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi 

perubahan alokasi anggaran Tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada 

awal Tahun Anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang Pelayanan 

Publik; 

4.  Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan 

target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen 

internal organisasi di lingkungan Bappeda Kabupaten Pacitan akan ditingkatkan untuk 

secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang 

dilaksanakan; 

5. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat 

maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target 

indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi 

pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dan dunia usaha. 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. TABEL RENCANA KINERJA TAHUN 2020 

2. TABEL PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020 

 
 
   



RENCANA KINERJA TAHUN 2020 
KANTOR KECAMATAN SUDIMORO 

KABUPATEN PACITAN 
 

SASARAN 

PROGRAM 

KEGIATAN 

URAIAN 
INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN   

1 2 3 4 5 6 7 8 

  
100% 

 
 
Program 
Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program 
Peningkatan 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan 
dan Pelayanan 
Publik Kecamatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jumlah Pagu Anggaran  
  

500.000.000,00 

1 Meningkatnya 
Kualitas 
Pelayanan 
Publik 
Kecamatan 
Sudimoro 
 
 
 

1.1 Tingkat 
Pemenuhan 
Kebutuhan 
Dasar 
Operasional 
PD 

1.1.1 Peningkatan dan 
Pengelolaan 
Administrasi 
Perkantoran 
  

Input    Dana  Rp. 288.457.500,00 

      Output  Pemenuhan Pengelolaan Operasional 
Administrasi Perkantoran 

 bulan 12 

       Outcome : Terpenuhinya kebutuhan operasional 
administrasi perkantoran 

% 100 

   1.1.2 Perencanaan, 
Evaluasi dan 
Pelaporan 
Program dan 
Keuangan 
Perangkat Daerah 

Input   Dana Rp. 28.378.000,00 

 
 

 
 
 
 
 
 

1.2 

 
 
 
 
 
 
Hasil Survey 
Kepuasan 
Masyarakat 

 
 
 
 
 
 
 

B 

 Output  Jumlah dokumen perencaan,laporan 
keuangan dancapaian kinerja 
perangkat daerah 

dokumen 23 

Outcome  Tersusunnya dokumen 
perencaan,laporan keuangan 
dancapaian kinerja 
perangkat daerah 

  

1.2.1 
 

Peningkatan 
Kualitas Pelayanan 
Publik Kecamatan 
  

Input   Dana Rp 40.000.000,00 

Output 
 
 

 Pemenuhan Pelayanan  pengantar KK, 
KTP dan surat legalitas lainnya  

bulan 12 

Outcome 
 

 Terlayaninya Pelayanan Dokumen 
Kependudukan bagi Masyarakat 

%  

1.2.2 Fasilitasi 
Pelestarian dan 
Aktualisasi 
Kebudayaan 
Daerah ,Pemuda 
dan Olahraga 

Input   Dana Rp 10.350.000,00 

Output  Jumlah Pagelaran Budaya yang 
difasilitasi 

kali 2 

Outcome  Meningkatnya Aktualisasi Kebudayaan 
Daerah % 

 



 
 
 
 

 

 

   

 
 
 
 

1.2.3 Fasilitasi 
Pemberdayaan 
Perempuan 
,Perlindungan 
Anak dan 
Pembinaan PKK 
 

Input   Dana Rp 27.030.000,00 

Output  Pemenuhan Pembinaan PKK Desa Desa 10 

Outcome  Meningkatnya Peran Perempuan di 
Pedesaan 

%   

1.2.4 
Penyelenggaraan 
Musrenbang 
Kecamatan dan 
Monitoring 
Musrenbang Desa  

Input   Dana Rp 24.136.500,00 

Output  Jumlah Pelaksanaan Musrenbang 
Kecamatan dan Desa 

kali 1 

Outcome  Meningkatnya Perencanaan 
Pembangunan Wilayah 

%   

1.2.5 
Fasilitasi 
Pelayanan 
Kesejahteraan 
Sosial dan 
Penanggulangan 
Kemiskinan 

Input   Dana Rp 44.400.000,00 

Output  Jumlah Pelayanan Bantuan 
Kesejahteraan Sosial dan 
Penanggulangan Kemiskinan 

kali 12 

Outcome  Meningkatnya efektifitas pelayanan 
bantuan 

%   

      1.2.6 
 
 
 
 
 
 

Fasilitasi 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan 
Desa 

Input   Dana 
 
 

Rp 47.320.000,00 

       
 

Output  Jumlah Pendampingan Penyusunan 
APBDes, APBDes Perubahan dan 
Penarikan PBB 

kali 12 

       

 

Outcome  Meningkatnya Tertib Administrasi dan 
Perencanaan Keuangan Pemerintahan 
Desa 

%   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.7 
Fasilitasi 
Penyelenggaraan 
Ketentraman, 
ketertiban 
Umum,dan  
Perlindungan 
Masyarakat 

Input   Dana Rp 47.153.000,00 

Output  Jumlah Pembinaan Linmas Desa Kali 12 

Outcome  Meningkatnya Ketrampilan dan 
Kecakapan LINMAS Desa 

%   

   
 
 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

*) Keterangan : Kertas ukuran folio / landscape; huruf arial font 10; margin atas 2,5 cm; margin kiri, kanan & bawah 1,5 cm 
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Lampiran: III 

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020 
 

Unit Kerja : Kantor Kecamatan Sudimoro 

Tahun Anggaran 2020 
 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi   Ket 

1 2 3 4 5 6 

1 

 

Meningkatnya Kualitas 

Pelayanan 

1 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Perangkat Daerah 100 % 85,47%  

  1.1 Jumlah aktivitas/operasional rutin yang 

dilaksanakan Perangkat Daerah Jumlah 

aset yang dikelola Jumlah pegawai yang di 

kelola Jumlah pengadaan logistik 

Perangkat Daerah Jumlah perjalanan dinas 

Perangkat Daera 

48 kali  

10 unit 

48 orang 

10 paket 

200 kali 

48 kali  

10 unit 

48 orang  

10 paket 

200 kali 

 

  1.2 Jumlah dokumen perencaan,laporan 

keuangan dancapaian kinerja 

perangkat daerah 

23 

dokumen 

23 

dokumen 

 

2 Meningkatkan koordinasi 

penyelenggaraan 

pemerintahan di kecamatan 

dan pembinaan 

penyelenggaraan 

pemerintahan desa 

2 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat kecamatan B  B  

  2.1 Jumlah layanan pengantar KK,KTP, dan Surat Legalisasi Lainnya 10 jenis 10 jenis  

2.2 Jumlah pagelaran budaya yang difasilitasi 2 kali  1 kali  

2.3 Jumlah Pembinaan PKK Desa 10 desa  10 desa  



2.4 Jumlah Pelaksanaan Musrenbang  Kecamatan dan Desa 1 kali  1 kali  

2.5 Jumlah pelayanan bantuan kesejahteraan sosial dan penanggulangan  

kemiskinan 

12 kali 12 kali  

2.6 Jumlah Pendampingan Penyusunan APBDes ,APBDes Perubahan dan 

Penarikan PBB 

30 kali 30 kali  

2.7 Jumlah Pembinaan Linmas Desa 12 kali  12 kali  
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